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ABSTRAK 
Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pembunuhan Disertai 
Pemerkosaan (Studi Kasus Polsek Labuhan Ruku Kec. Talawi : Kabupaten 

Batubara, Sumatera Utara) 
OLEH  

MUHAMMAD KHOTOMI TARIGAN 
15.840.0156 

 
 Tindak pidana adalah salah satu istilah yang dikenal dalam hukum pidana 
Belanda dengan “Strafbaarfeit”, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam 
Strafwetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku 
di Indonesia. Dalam bidang penegakkan hukum khususnya yang berkaitan dengan 
penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP (Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana), Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap 
kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, Pasal 
16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 
Republik Indonesia, Merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara 
keamanan dan ketertiban masyarakat, dalam rangka terpeliharanya keamanan 
dalam negeri. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana faktor 
penyebab terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan yang disertai dengan 
pemerkosaan, Bagaimana peran penyidik dalam mengungkap kasus pembunuhan 
yang disertai dengan pemerkosaan di Polsek Batubara, Bagaimana kendala yang 
dihadapi penyidik dalam mengungkap kasus pembunuhan di Polsek Labuhan 
Ruku Batubara. Metode penelitian pada skripsi ini adalah Deskriptif Analitis. 
Library Research (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan 
berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang-Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, 
artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi 
yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data 
primer dan data sekunder. Field Research (Penelitian Lapangan) yaitu dengan 
melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung 
melakukan penelitian ke Polisi Sekitar (POLSEK) Labuhan Ruku, Kecamatan 
Talawi, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Hasil penelitian yang diperoleh 
adalah Tindak pidana pembunuhan dapat terjadi dikarenakan adanya faktor yang 
mendukung dalam terjadinya perbuatan pembunuhan tersebut yang dapat 
diakibatkan melalui banyak hal diantaranya melalui, kondisi, keadaan sekitar dan 
lain sebagainya yang memberi ruang terjadinya hal tersebut. Peran penyidik 
kepolisian ialah mengungkap terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan melalui 
serangkaian tindakan pencarian dan pemeriksaan terhadap hal-hal yang berkaitan 
dengan kasus pembunuhan tersebut. Kendala yang dihadapi pihak penyidik dalam 
mengungkap kasus pembunuhan diantaranya, minimnya peralatan dan fasilitas 
dan juga ketiadaan saksi yang menyulitkan proses pemeriksaan. 
 
Kata Kunci : Kepolisian, Penyelidikan, Tindak Pidana, Pemerkosaan 
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ABSTRACT 

The Role of the Police in Preventing Crime of Murder Accompanied by Rape 

(Case Study of Labuhan Ruku Police, Talawi Sub-District: Batubara 

District, North Sumatra) 

BY 

MUHAMMAD KHOTOMI TARIGAN 
15.840.0156 

 
 Crime is one of the terms known in the Dutch criminal law as 

"Strafbaarfeit", which is actually an official term in the Strafwetboek or the 

Criminal Code Act, which now applies in Indonesia. In the field of law 

enforcement specifically relating to the handling of criminal offenses as regulated 

in the Criminal Code (Criminal Law Code), the National Police as the main 

investigator handling any crime in general in the context of creating domestic 

security, Article 16 of the Republic of Indonesia Law Number 2 of 2002 

concerning the Indonesian National Police, is a State tool that plays a role in 

maintaining security and public order, in the context of maintaining domestic 

security. The problem in this study is how the factors causing the occurrence of 

Murder Crimes accompanied by rape, What is the role of investigators in 

uncovering murder cases accompanied by rape in the Coal Police Sector, What 

are the obstacles faced by investigators in uncovering murder cases in the 

Labuhan Ruku Coal Coal Station. The research method in this thesis is Analytical 

Descriptive. Library Research, namely research conducted based on reading 

sources, namely Laws, books, scientific research, scientific articles, mass media, 

and legal journals related to the material discussed in this thesis proposal. In this 

study contains primary data and secondary data. Field Research is to conduct 

field research directly. In this case the researchers directly conducted research 

into the Labuhan Ruku Neighborhood Police (POLSEK), Talawi District, 

Batubara District, North Sumatra. The research results obtained are criminal acts 

of murder can occur due to factors that support the occurrence of these killings 

which can be caused through many things including through, conditions, 

circumstances and so forth that give room for the occurrence of these things. The 

role of the police investigator is to uncover the occurrence of a criminal act of 

murder through a series of acts of search and examination of matters relating to 

the murder case. Obstacles faced by investigators in uncovering murder cases 

include the lack of equipment and facilities and also the absence of witnesses that 

complicate the examination process. 

 

Keywords: Police, Investigation, Crime, Rape 
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KATA PENGANTAR 

 Segala puji dan ucapan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan, keselamatan, serta kenikmatan 

sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi 

tugas akhir Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Hukum 

Jurusan Pidana.  

Skripsi ini melalui tahapan yang cukup panjang, penulis mengalami 

banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, keterbatasan kemampuan penulis 

sendiri dan lain sebagainya, namun demikian dengan kemauan keras yang 

didorong rasa tanggung-jawab dan dilandasi itikad baik, akhirnya kesulitan 

tersebut dapat diatasi.  

Adapun judul yang diajukan dalam Skripsi ini adalah “Peran Kepolisian 

dalam Pencegahan Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan (studi 
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kata sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran bersifat 

membangun dari semua pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini dengan 
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1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Upaya pembangunan hukum dan pembaharuan hukum harus dilakukan 

secara terarah dan terpadu. Kodifikasi dan unifikasi bidang–bidang hukum dan 

penyusunan Perundang–undangan ini sangat diperlukan untuk mendukung 

pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta 

tingkat kesadaran hukum dan pandangan masyarakat tentang penilaian suatu 

tingkah laku.1 

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah 

segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini 

mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 

2  Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di 

bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 

pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga 

kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan 

diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-

undangan.2 

                                                             
1 Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, PT. Refika Aditama, 

Bandung: 2001, Hal 58. 
2 Sadjijono, Etika Kepolisian, Surabaya :Laksbang  Mediatama. Hal. 52-53. 
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Pada awalnya istilah “Polisi” berasal dari bahasa Yunani “Politeia” yang 

berarti seluruh pemerintahan Negara kota. Seperti diketahui bahwa pada abab 

sebelum masehi, di Yunani banyak kota yang disebut “Polis”. Pada waktu itu 

pengertian Polisi adalah menyangkut segala urusan pemerintahan atau dengan 

kata lain kata polisi adalah untuk urusan pemerintah. Pengertian polisi ini selalu 

berubah-ubah perkembangan sifat dan bentuk negara serta pemerintah.3 

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan 

Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan 

negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan 

hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan 

untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya 

keamanan danketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya 

ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini 

terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Republik Indonesia.4 

Kepolisian atau Polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum 

pidana sehingga tidaklah berlebihan jika Polisi dikatakan sebagai hukum pidana 

yang hidup.5 Kepolisian atau Polisi bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam 

negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan kertertiban masyarakat, tertib 

                                                             
3M.Faal., Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi. Jakarta :PT Pradnya Paramita, 

1991.Hal. 56 
4 Budi Rizki Husin, Studi Lembaga Penegak Hukum, Universitas Lampung, Bandar 

Lampung, 2009. Hal 15. 
5 Satjipto raharjo, Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia, (Jakarta: Penerbit 

Buku Kompas, 2002) hal, 25 
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dan tegaknya hukum, terselengaranya perlindungan , pengayoman dan pelayanan 

kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung 

tinggi hak asasi manusia.6 

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, 

Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta 

berjuang mengamakan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan 

masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang 

besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan 

tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam 

mengambil keputusan.7 

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam 

lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari 

Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau 

badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat 

terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian 

pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. 

Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan 

strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap 

pelaksanaan tugas Polisinya. Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. 

Ada yang membawah pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawah pada 

Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil 

                                                             
6 Untung S. Rajab, Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem 

Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945), (Bandung: Cv. Utomo, 2003) hal, 12. 
7 Warsito Hadi Utomo, Op.Cit, Hal 12 
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Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan 

Departemen yang berdiri sendiri.8 

Kejahatan khususnya pembunuhan, dahulu orang membunuh dengan cara 

yang sederhana sehingga mudah terungkap oleh aparat kepolisian. Namun 

sekarang terjadi peristiwa pembunuhan dengan cara yang berbeda dan cukup 

sadis, yakni dengan cara mutilasi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengelabui para petugas, menyamarkan identitas korban sehingga sulit untuk 

dicari petunjuk mengenai identitas korban, serta menghilangkan jejak dari para 

korban seperti memotong bagian-bagian tubuh korban menjadi beberapa bagian, 

seperti kepala, tubuh dan bagian-bagian tubuh lain, yang kemudian dibuang secara 

terpisah. Mutilasi adalah pemotongan atau perusakan mayat, tidak jarang 

mempunyai motif kejahatan seksual, dimana tak jarang tubuh korban dirusak, 

dipotong menjadi beberapa bagian.9 

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan 

lembaga Polri merupakan lembaga Negara yang berperan dalam lembaga Negara 

yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 

Menegakkan Hukum, Serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan 

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam 

Negeri. 

Menurut Achmad Ali, Professionalisme dan kepemimipinan juga termasuk 

dalam sistem hukum hal tersebut merupakan unsur kemampuan dan keterampilan 

secara person dari sosok-sosok penegak hukum.10 Sebagai pihak yang 

                                                             
8 Kunarto, Perilaku Organisasi Polri, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, Hal 100 . 
9 Koesparmono Irsan, Kedokteran Forensik , Jakarta:Sinar Grafika,2008.Hal. 123 
10 Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judical 

Prudence), (Jakarta: Kencana, 2009), hal, 204. 
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bertanggungjawab terhadap keamanan masyarakat sudah seharusnya pihak 

kepolisian mewujudkan rasa aman tersebut. Dalam hal mengungkap tindak pidana 

pembunuhan diperlukan kerja keras dari pihak Polresta sibolga untuk 

mengidentifikasi korban agar menemukan siapa yang menjadi otak pelaku 

tersebut dan segera untuk menghukum para pelaku pembunuhan tersebut. Salah 

satu tindak pidana adalah Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang 

mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dengan kata lain Pembunuhan adalah 

suatu perbuatan melawan hukum dengan cara merampas hak hidup orang lain 

sebagai Hak Asasi Manusia. 

Selain itu, dalam bidang penegakkan  hukum khususnya yang berkaitan 

dengan penanganan tindak pidana sebagaimana  yang diatur dalam KUHP (Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana), Polri sebagai penyidik utama yang menangani 

setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, 

Pasal 16 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Republik Indonesia, Merupakan alat Negara yang berperan dalam 

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dala rangka terpeliharanya 

keamanan dalam negeri.  

Dalam perkembangannya masyarakat Indonesia menuntut Polri menjadi 

lembaga yang humanis, Propesional dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia 

serta mampu menciptakan keadilan sosial  ditengah masyarakat. Hal ini tidaklah 

mudah bagi Polri, Peranan sebagai Penegak Hukum sering berbenturan dengan 

peranannya sebagai pelayanan masyrakat. Untuk itu Polri perlu mengembangkan 
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upaya diskresi kepolisian dengan menggunakan hati nurani di tengah-tengah 

masyarakat. Polri telah menciptakan kewenangan sebagai berikut:11 

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan. 

2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara 

untuk kepentingan penyidikanan. 

3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka 

penyidikan. 

4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan  serta memeriksa 

tanda pengenal diri tersebut. 

5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. 

6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. 

7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara. 

8. Mengadakan penghentian penyidikan. 

9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. 

10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam 

keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang 

yang disangka melakukan tindak pidana. 

11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai 

negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai Negeri sipil 

untuk diserahkan kepada Penuntut Umum. 

                                                             
 11 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. 
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12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu 

tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat 

sebagai berikut : 

a. Tindak bertentangan dengan suatu aturan hukum. 

b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut 

dilakukan. 

c. Harus patut, masukakal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. 

d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa. 

e. Menghormati Hak Asasi Manusia. 

Perbuatan pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak 

seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk 

melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara 

paksa atau dengan cara kekerasan.  Dalam kamus besar bahasa Indonesia, 

perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar 

dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, 

perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.12 

Pasal 285 KUHP mensyaratkan keharusan adanya persetubuhan yang 

bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan. Perkosaan ditandai dengan 

penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan seks disertai dengan 

ancaman dan kekeraasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku. 

Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya 

nyawa orang lain. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 

tindak pidana terhadap nyawa diatur pada Buku II Titel XIX (Pasal 338 sampai 

                                                             
12 Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Gitamedia Press), Hal. 453. 
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dengan Pasal 350). Arti nyawa sendiri hampir sama dengan arti jiwa. Kata jiwa 

mengandung beberapa arti, antara lain; pemberi hidup, jiwa dan roh (yang 

membuat manusia hidup). Sementara kata jiwa mengandung arti roh manusia dan 

seluruh kehidupan manusia. Dengan demikian tindak pidana terhadap nyawa 

dapat diartikan sebagai tindak pidana yang menyangkut kehidupan seseorang. 

Tindak pidana adalah salah satu istilah yang dikenal dalam hukum pidana 

Belanda dengan “Strafbaar feit”, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam 

Strafwetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku 

di Indonesia. Menururt Wirjono Prodjodikoro tindak pidana berarti suatu 

perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.13 

Sedangkan Soerdjono Soekanto dan Purnadi Purwacakara, tindak pidana 

diartikan sebagai sikap tindak pidana atau prilaku manusia yang masuk kedalam 

ruang lingkup tingkah laku perumusan kaidah hukum pidana, yang melanggar 

hukum dan didasarkan kesalahan.14 

KUHP Pasal 338 yang berbunyi sebagai berikut:  Barangsiapa dengan 

sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana 

penjara paling lama 15 tahun. 

Berdasarkan uraian diatas penulisan memiliki keterkaitan untuk 

mengetahui hal tersebut maka mengangkat Judul”Peran Kepolisian Dalam 

Kasus Penyelidikan Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan” 

(Studi Kasus Polsek Labuhan Ruku Kec. Talawi : Kabupaten Batubara, 

Sumatera Utara) 

                                                             
13 Wirjono Projodikoro, Asas-asa Hukum di Indonesia, Bandung : PT.Eresco, 2003, Hal. 

55 
14 Soerdjono Soekanto dan Purnadi Purwacaraka, Sendi-Sendi dan Hukum Indonesia, 

Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, Hal. 85 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang 

akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan yang 

disertai dengan pemerkosaan? 

2. Bagaimana peran penyidik dalam mengungkap kasus pembunuhan yang 

disertai dengan pemerkosaan di Polsek Batubara? 

3. Bagaimana kendala yang dihadapi penyidik dalam mengungkap kasus 

pembunuhan di Polsek Labuhan Ruku Batubara? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan 

yang didahului dengan pemerkosaan. 

2. Untuk mengetahui peran penyidik dalam mengungkap kasus pembunuhan 

yang didahului dengan pemerkosaan di Polsek Batubara. 

3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi penyidik dalam mengungkap 

kasus pembunuhan di Polsek Labuhan Ruku Batubara. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain : 

1. Secara teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk 

melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan 
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memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum 

kepidanaan khususnya dalam KUHP pada BAB XIX tentang kejahatan 

terhadap nyawa dan BAB XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. 

2. Secara praktis 

a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama 

masyarakat agar lebih berhati-hati agar tidak terjerumus untuk 

melakukan pembuhunan yang di dahului tindak pidana pemerkosaan. 

b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan 

akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum 

kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan Peran Kepolisian Dalam 

Proses Penyidikan Atas Kasus Pembuhunan Yang Di Dahului 

Tindak Pidana Pemerkosaan. 

E. Hipotesis 

Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan 

dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup  data untuk 

membuktikannya.15 Adapun Hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah 

diatas adalah: 

1. Pemerkosaan merupakan perbuatan asusila yang berhubungan dengan 

kejadian perbuatan yang dalam KUHP terdapat dalam Pasal 285 yang 

mana bagi pelaku dapat dikenai sanksi pidana, jika dilihat dari faktornya 

maka perbuatan pemerkosaan disertai pembunuhan dapat terjadi melalui 

interaksi kedekatan antara pelaku dan korban diluar pengwasan orang 

terdekat. 

                                                             
15 Bambang Sunggono, 2011, Metodologi Penelitian Hukum, PT.Raja Grafindo Persada, 

Jakarta. Hal.109 
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2. Melakukan analisa mendalam terhadap korban pembunuhan yang disertai 

pemerkosaan, disamping itu juga menggali informasi lebih mendalam 

yang berhubungan dengan kejadian tersebut melalui olah TKP. 

3. TKP Rusak (Tidak Asli) sehingga jejak yang terdapat ditempat kejadian 

seringkali menunjukan bentuk yang tidak sempurna, kabur atau bahkan 

hilang dan juga kurangnya tenaga ahli yang berpengalaman dibidang sidik 

jari (daktiloskopi) untuk mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana 

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “strafbaar feit”perbuatan 

yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman 

(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan 

tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan 

mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Tindak 

pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata 

delictum. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : 

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan 

pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.16 

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan 

oleh KUHP,17 istilah tindak pidana sebagai terjamahan dari strafbaarfeit 

menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Menururt Wirjono 

Prodjodikoro tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat 

dikenakan hukuman pidana.18Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak 

berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak 

pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam 

undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini 

                                                             
16 Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-2 , Jakarta, Balai Pustaka, 1989. 

Hal. 219 
17 S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Cet. 3, Jakarta 

Storia Grafika, 2002, Hal. 204 
18 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum di Indonesia, Bandung :PT. Eresco, 2003, 

Hal. 55 
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mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila 

akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai 

sanksi. Seperti diketahui istilah strafbaarfeit telah diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan 

sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan 

pidana, tindak pidana. Para sarjana Indonesia mengistilahkan straafbarfeit itu 

dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan 

pidana, yaitu : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana 

disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan 

tersebut”19 

Sementara perumusan strafbarfeit menurut Van Hamel dalam buku 

Satochid Kartanegara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-

undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan 

kesalahan, sementara perumusan strafbarfeit menurut Van Hamel dalam buku 

Satochid Kartanegara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-

undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan 

kesalahan.20 

Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementrian 

Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih 

pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang 

abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit.21 

                                                             
19 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-pokok Hukum Pidana, Jakarta, Pradnya 

Paramita, 2004, Hal. 54 
20 Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Pertama, Jakarta: Balai Lektur 

Mahasiswa, 1955, Hal.4 
21 Wiryono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung: 

PT.Refika Aditama. 2003, Hal.79 
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Dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa jenis tindak pidana yakni : 

1. Tindak Pidana Formil 

Tindak pidana formil adalah tindakan yang perumusannya dititk beratkan 

pada perbuatan yang dilarang jika tindak pidana tersebut telah selesai dengan 

dilakukannya perbuatan yang dilarang sebagaimana yang tercantum dalam 

peraturan perundang- undangan. 

2. Tindak Pidana Materil 

Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang perumusannya dititk 

beratkan pada akibat yang dilarang jika tindak pidana tersebut baru selesai apabila 

akibat yang dilarang itu telah terjadi. 

3. Dolus dan Culpa 

Dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja sedangkan 

Culpa tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian atau kealpaan. 

4. Tindak Pidana Aduan 

Tindak pidana tersebut baru dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan, 

oleh karena itu apabila tidak ada pengaduan maka tindak pidana tersebut tidak 

dapat dituntut. 

5. Tindak Pidana Omisionis 

Tindak pidana omisionis adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran 

terhadap perintah yang ditetapkan oleh Undang-Undang. 

6. Tindak Pidana Comisionis 

Tindak pidana comisionis adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran 

terhadap aturan yang diterapkan oleh Undang-Undang. 
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1. Pengertian Tindak Pidana 

Sebelum membahas mengenai tindak pidana pembunuhan yang disertai 

pemerkosaan, terlebih dahulu penulis akan menguraikan definisi dari tindak 

pidana. Ada banyak istilah terkait dengan tindak pidana. Hukum pidana Negara 

Anglo-Saxon memakai istilah Offense atau criminal act. Dikenal juga istilah delik 

yang berasal dari bahasa latin, yaitu delictum. Dalam bahasa prancis disebut 

delict, dan dalam bahasa jerman dan dalam bahasa belanda disebut delict. Hukum 

pidana belanda juga memakai istilah strafbaar feit. 

Oleh karena kitab Undang-Undang hukum pidana yang selanjutnya disebut 

KUHP, yang digunakan di Indonesia bersumber pada wetboek van strafrecht 

Nederland, maka para pembentuk undang-undang menggunakan istilah strafbaar 

feit untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana. Para pembentuk 

undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai 

strafbaar feit itu. Strafbaar feit, terdiri atas tiga kata, yaitu straf baar dan feit, 

yang masing-masing memiliki arti : 

1. Straf diartikan sebagai pidana dan hokum 

2. Baar diartikan sebagai dapat dan boleh 

3. Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Maka 

dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai strafbaar feit tersebut sering 

digunakan oleh para hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan 

pidana, peristiwa pidana serta delik. 

Vos merumuskan bahwa suatu strafbaar feit itu sebenarnya adalah suatu 

kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. 

Dalam hukum islam, tindak pidana (delik jarimah) diartikan sebagai perbuatan-
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perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam  oleh Allah SWT dengan 

hukuman hudud atau takzir. Larangan-larangan syarak tersebut adakalanya berupa 

mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang 

diperintahkan.  

Beberapa pengertian Strafbaar feit dari pakar hukum dari barat (Eropa) 

yakni: 

a. Van Hamel 

Kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang 

bersifat melawan hukum, yang patut dipidana  ( strafwaardig ) dan dilakukan 

dengan kesalahan. Tindak Pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan 

dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan 

dengan kesalahan.22 

b. Hazewinkel suringa 

Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat bertemu telah ditolak di dalam 

sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus di 

tiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang 

bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.23 

c. Pompe 

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum ) yang dengan 

sengaja ataupun tidak dengan  sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, 

dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi 

terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum. 

Memberikan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) definisi, yaitu: 

                                                             
22 Moeljatno. Azas-azas Hukum Piadana. Bina Aksara. Jakarta. 1987. hlm. 56. 
23 Moeljatno, Asas-Asas Hukum di Indonesia, Jakarta :Bina Aksara, 1987, Hal. 225. 
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Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang 

dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk  

mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. 

Definisi Menurut hukum positif adalah suatu kejadian/felt yang oleh 

peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat 

dihukum.24 

d. Simons 

Tindak Pidana adalah adalah kelakuan (Handeling) yang diancam dengan 

pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan 

dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Suatu 

tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atauoun 

tidal dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas 

tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu 

tindakan yang dapat di hukum.25 

e. Moeljatno 

Perbuatan pidana (Tindak pidana – pen.) adalah perbuatan yang dilarang oleh 

suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa 

pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.26 

f. Vos 

Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan 

undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan 

ancaman pidana.27 

                                                             
24 Tri Andrisman, Hukum Pidana (Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana 

Indonesi), CV. Sinar Bakti, Bandar Lampung, 2007, hlm. 80. 
25 Bambang Poernomo. Asas-asas Hukum Pidana. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1981. 

hlm.86. 
26 Ibid, hlm.54 
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g. Wirjono Prodjodikoro 

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan 

hukuman pidana.28 

Alasan dari simons mengemukakan bahwa strafbaar feit itu harus 

dirumuskan seperti di atas adalah karena: 

a. Untuk adanya suatu strafbaar feit disyaratkan bahwa disitu terdapat suatu 

tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan undang-undang dimana 

pelanggaran terhadap larangan atas kewajiban seperti itu telah dinyatakan  

sebagai tindakan yang dapat dihukum.29 

b. Agar suatu tindakan seperti itu dapat di hukum  maka tindakan seperti itu 

dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik 

yang seperti dirumuskan dengan undang-undang 

c. Setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau 

kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan 

melawan hukum atau suatu onerchtmatige handeling. 

 

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana 

Jenis tindak pidana terdiri atas pelanggaran dan kejahatan.  Pembagian 

tindak pidana ini membawa akibat hukum materil, yaitu sebagai berikut:30 

1. Undang-undang tidak membuat perbedaan antara opzet dan culpa dalam 

suatu pelanggaran. 

                                                                                                                                                                       
27 Bambang Poernomo, Op.Cit, hlm. 
28 Wirjono P, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Eresco, Bandung, 1986, hlm. 55. 

 29 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hal 61 
30Andi Hamzah, Bungan Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta:Ghalia 

Indonesia, 2001. Hal.22 
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2. Percobaan suatu pelanggaran tidak dapat dihukum. 

3. Keikutsertaan dalam pelanggaran tidak dapat dihukum 

4. Pelanggaran yang dilakukan pengurus atau anggota pengurus atau pun 

para komisaris dapat dihukum apabila pelanggaran itu terjadi 

sepengetahuan mereka. 

5. Dalam pelanggaran itu tidak terdapat ketentuan bahwa adanya pengakuan 

yang merupakan syarat bagi penuntutan. 

 

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat 

dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua 

macam unsur, yakni unsur subyektif dan unsur objektif.  

Unsur subyektif artinya unsur yang melekat pada diri si pelaku. Sedangkan 

yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya 

dengan keadaan-keadaan yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan 

dari si pelaku itu harus dilakukan. 

 Unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif : 

1. Unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar diri pelaku yang dapat 

berupa: 

 a. Ada perbuatan (mencocoki rumusan delik) 

     Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan, yakni:31 

1. Perbuatan terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, 

misalnya dalam suatu kejahatan beberapa orang dianiaya, dan 

                                                             
 31 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia , Yogyakarta: Mahakarya rangkang, 
2012, Hlm. 49. 
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apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula penuntutan salah 

satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain. 

2. Perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh seseorang 

dituntut melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan 

kematian, kemudian ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, 

maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja 

melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan 

yang menyababkan kematian”. Van tidak menerima pengertian 

perbuatan dalam arti yang kedua ini. 

3. Perbuatan material, jadi perbuatan itu tidak terlepas dari unsur 

kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka 

ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat 

dihindari. 

b. Ada sifat melawan hukum 

 Amir Ilyas menyatakan bahwa setiap perbuatan yang dilarang dan 

diancam dengan pidana oleh peraturan hukum pidana itu harus bersifat 

melawan hukum. Adapun sifat perbuatan melawan hukum suatu 

perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni:8 

1. Sifat melawan hukum formil 

 Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat 

melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-

undang, kecuali jika diadakan pengecualiaan-pengecualian yang 

telah ditentukan dalam undang-undang, bagi pendapat ini melawan 
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hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah 

undang-undang. 

2. Sifat melawan hukum materil 

 Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi 

rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat 

ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja 

(hukum yang tertulis) tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, 

yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di 

masyarakat. 

2. Unsur pembuat (unsur subyektif), adalah unsur yang terdapat dalam diri si 

pelaku tindak pidana, yaitu: 

a. Dapat dipertanggungjawabkan 

 Dapat dipertanggungjawabkan yang dimaksud disini adalah si terdakwa 

dapat mempertanggungjawabkan secara hukum akan kesalahannya, 

yaitu umur si pelaku antara 12 tahun sampai 18 tahun sebagaimana 

yang ditetapkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-

VIII/2010. Selain dari pada batasan umur si pelaku tersebut juga harus 

dalam keadaan sehat secara akal (tidak idiot, gila, dan sebagainya). 

b. Ada kesalahan 

 Adanya kesalahan disini dimaksud adalah memang dari si pelaku tindak 

pidana tidak ada alasan pembenar seperti halnya perintah jabatan, 

keadaan meksa dan lain sebagainya. 
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B. Tinjauan Umum tentang Pemerkosaan 

1. Pengertian Pemerkosaan 

Kata perkosaan berasal dari bahasa latin rapere yang berarti mencuri, 

memaksa, merampas, atau membawa pergi.32 Pada zaman dahulu tindak pidana 

perkosaan sering dilakukan untuk memperoleh seorang istri dan tindak pidana 

perkosaan tidak hanya berbentuk persetubuhan namun segala bentuk serangan 

yang melibatkan alat kelamin yang dengan cara kekerasan dan pemaksaan oleh 

pelaku terhadap korban. Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam 

KUHP Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut: 

 “Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa 

perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia,   karena perkosaan, 

dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun’’. 

Perbuatan pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak 

seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk 

melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara 

paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, 

perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar 

dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, 

perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.33 

Kata perkosaan berasal dari bahasa latin rapere yang berarti mencuri, 

memaksa, merampas, atau membawa pergi.34 Menurut R. Sugandhi 

mengemukakan bahwa: 

                                                             
32 Hariyanto, Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap 

Wanita, (Jogjakarta : Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997), Hal. 97 
33 Ibid,Hal.75 
34 Hariyanto, Op.Cit, Hal.75 
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 “Pemerkosaan adalah seorang pria yang memaksa pada seorang yang 

bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman 

kekerasan, yang mana di haruskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang 

kemaluan wanita yang kemudian mengeluarkan sperma”.35 

Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang dimaksud dengan pemerkosaan 
adalah  
 “Seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya 
untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa tidak dapat melakukan, 
maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu”.36 
 

Pada zaman dahulu tindak pidana perkosaan sering dilakukan untuk 

memperoleh seorang istri dan tindak pidana perkosaan tidak hanya berbentuk 

persetubuhan namun segala bentuk serangan yang melibatkan alat kelamin yang 

dengan cara kekerasan dan pemaksaan oleh pelaku terhadap korban. Tindak 

pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi 

sebagai berikut:37 

 “Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa 
perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, 
dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya paling lama duabelas tahun”. 
 

Pasal 285 KUHP mensyaratkan keharusan adanya persetubuhan yang 

bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan. Perkosaan ditandai dengan 

penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan seks disertai dengan 

ancaman dan kekeraasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku. 

                                                             
 35 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan 

Seksual,  Bandung :PT. Refika Aditama, 2001, Hal. 52 
 36 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung :PT. Rafika 
Aditama, 2003, Hal. 49 

37Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita,  Jogjakarta : Pusat 
Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997, Hal. 97 
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Pelaku tanpa menggunakan kekerasan fisik dalam hal pelaku dapat 

memaksa keinginanya terhadap korban. Ada 2 faktor –faktor yang menimbulkan 

terjadinya tindak pidana perkosaan. 

Faktor –faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana pemerkosaan: 

a. Faktor Intern yaitu : 

1. Faktor lingkungan keluarga 

Lingkungan merupakan tempat tumbuh kembang setiap individu dimana 

seorang anak dibesarkan oleh orang tua mulai dari lahir hingga mampu 

untuk menjalani kehidupan seorang diri, lingkungan ini mempengaruhi 

hampir keseluruhan kognitif dan perilaku seorang individu. 

2. Faktor ekonomi keluarga 

Keuangan dapat berpengaruh bukan hanya pada diri seorang anak namun 

mempengaruhi hampir keseluruhan aspek kehidupan dalam sebuah 

keluarga. Elemen keluarga sangat berpengaruh terhadap aspek keuangan 

yang merupakan salah satu terpenting dalam keberlangsungan kehidupan 

bila ada dari bagian itu yang hilang maka sendi sebuah keluarga akan 

langsung merasakan dampaknya. 

3. Faktor tingkat pendidikan 

Pendidikan mengambil peran penting dalam pembentukan pola pikir dan 

cara berpikir seseorang, dari pendidikan seorang mengenal ilmu 

pengetahuan sebaliknya orang yang tidak berpendidikan cenderung 

berbuat diluar dari pengetahuannya dan melakukan tindak kriminal. 
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4. Faktor agama atau moral. 

Agama mengambil peran sebagai  pencegahan bagi setiap individu yang 

mengajarkan bahwa setiap perbuatan akan mendapat balasan dari sang 

pencipta sehingga orang mau tidak mau harus mematuhinya sehingga 

perbuatan buruk dapat terhindarkan dan sebaliknya bagi orang yang tidak 

beragama maka cenderung berbuat sesukanya. 

b. Faktor Ekstern yaitu:  

1. Faktor lingkungan social 

Pola pikir dan tingkah laku seseorang bukan hanya dibentuk dalam 

lingkungan keluarga semata namun dapat pula dipengaruhi oleh 

lingkungan, seperti gaya hidup, gaya berbicara, dan lain sebagainya. 

2. Faktor perkembangan ilmu teknologi 

Teknologi mengedepankan perluasan pengetahuan bukan hanya dari suatu 

wilayah negara tapi juga mencakup keseluruhan budaya dan gaya hidup 

diseluruh dunia. Teknologi tanpa batas sehingga akses dari teknologi dapat 

berdampak positif dan negatif mempengaruhi kehidupan dari sebuah 

negara. 

3. Faktor kesempatan. 

Kesempatan merupakan suatu hal yang terjadi begitu saja tanpa dapat 

diperhitungkan begitu saja, kesempatan menjadi salah satu hal yang 

menjadi fokus terjadinya tindak kriminal dan kejahatan lainnya. 

 

2. Jenis –Jenis Pemerkosaan 

1. Seductive Rape, Perkosaan yang terjadi karena pelaku merasa 

terangsang nafsu  birahi,  dan bersifat subjektif. Biasanya perkosaan 
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semacam ini karena diantara kedunya sudah saling mengenal misalnya: 

pemerkosaan oleh pacar, pemerkosaan oleh anggota keluarga dan 

pemerkosaan oleh teman.  

2. Sadistic Rape, Permerkosaan yang dilakukan secara sadis. Dalam hal 

ini pelaku mendapat kepuasan seksual bukan karena hubungan 

tubuhnya melainkan perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku 

terhadap korban.  

3. Anger Rape, Perkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan marah 

pelaku. Perkosaan semacam ini biasanya disertai tindakan brutal 

pelakunya secara fisik. Kepuasan seksual bukan merupakan tujuanya 

melainkan melampiaskan rasa marahnya. 

4. Domination Rape, Dalam hal ini pelaku ingin menunjukan dominasinya 

terhadap korban. Kekerasan fisik tidak merupakan tujuan utama korban 

karena tujuan utamanya adalah pelaku ingin menguasai korban secara 

seksual dengan demikian pelaku dapat menunjukan bahwa ia berkuasa 

atas orang tertuntu. Misalnya : Pemerkosaan pembantu oleh majikan.  

5. Exploitasion Rape, Pemerkosaan semacam ini dapt terjadi karena 

ketergantungan korban terhadap pelaku, baik secara ekonomi atau 

sosial.38 

 

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerkosaan 

Penggunaan unsur kesengajaan Pemerkosaan diatur dalam Kitab 

Undangundang Hukum Pidana dalam Pasal 285. Isi dari Pasal tersebut berbunyi: 

                                                             
 38 Topo Santoso, Seksualitas dan Pidana, Jakarta In Hill, 1997, Hal. 92-93 
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 “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 

seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena 

melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” 

Dari isi Pasal tersebut, Andi Hamzah merumuskan unsur-unsur dari 

tindakpidana pemerkosaan sebagai berikut : 

a. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; 

b. Memaksa; 

c. Dengan perempuan yang bukan istrinya; 

d. Terjadi persetubuhan. 

Salah satu unsur dalam tindak pidana pemerkosaan adalah kekerasan atau 
ancaman kekerasan, yang menurut Moch. Anwar adalah: 
 “Sarana untuk memaksa, suatu sarana yang mengakibatkan perlawanan 
dari orang yang dipaksa menjadi lemah”.39 
 

Sedangkan menurut Sianturi mengemukakan pengertian kekerasan yang 

dengan pemaksaan, adalah : 

 “Suatu tindakan yang menonjolkan seseorang sehingga tiada pilihan lain 
yang lebih wajar baginya, selain dari mengikuti kehendak si pemaksa. Dengan 
perkataan lain mengikuti kehendak si pemaksa, si terpaksa tidak akan melakukan 
atau melalaikan sesuatu sebagai dengan kehendak pemaksa dan pemaksaan itu 
pada dasarnya dibarengi tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan.”40 
 

Walaupun di dalam rumusannya, Undang-Undang tidak mensyaratkan 

keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku dalam melakukan perbuatan 

yang dilarang di dalam Pasal 285 KUHP, kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana 

perkosaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 285 KUHP itu harus dilakukan 

dengan sengaja. 

 

                                                             
 39 Abdul Wahid, Loc.Cit, Hal. 53 
 40 E. Y Kanter dan S. R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta :Storia 
Grafika, 2002, Hal. 211. 
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C. Tinjauan Umum tentang Pembunuhan 

Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materil 

atau materieel delict, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai 

telah selesai dilakukan olehh pelakunya dengan timbulnya akibat terlarang atau 

yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, orang belum 

dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat 

berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul. 

Oleh karena itu, terjadinya adalah hilangnya nyawa orang lain, sehingga 

belum bisa dikatakan meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud. Bila 

tujuan menghilangkan nyawa orang lain tidak terwujud maka baru bisa disebut 

percobaan pembunuhan. 

Pengaturan-pengaturan mengenai ketentuan pidana tentang kejahatan yang 

ditujukan terhadap nyawa orang, kita juga dapat mengetahui bahwa pembentuk 

undang-undang telah bermaksud membuat perbedaan antara berbagai kejahatan 

yang dapat dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan memberi kejahatan 

tersebut dalam lima jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang, 

masing-masing sebagi berikut : 

a. Kejahatan berupa menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertiannya 

yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang 

selanjutnya juga masih membuat perbedaan antara kesengajaan 

menghilangkan nyawa orang lain yang tidak direncanakan lebih dahulu 

yang telah diberinya nama doodslag dengan kesengajaan menghilangkan 

nyawa orang lain dengan direncanakan lebih dahulu yang disebutnya 
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moord diatur dalam pasal 338 KUHP sedang moord diatur dalam pasal 

340 KUHP. 

b. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang 

baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Tentang kejahatan ini selanjutnya 

pembentuk undang-undang masih membuat perbedaan anatara 

kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang dilakukan ibunya 

sendiri yang dilakukan tanpa direncanakan lebih dahulu dengan 

kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan 

oleh ibunya sendiri yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu, 

jenis kejahatan yang disebutkan terlebih dahulu itu oleh pembentuk 

undang-undang telah disebut sebagai kinderdoodslag dan diatur dalam 

pasal 341 KUHP, adapun jenis kejahatan yang disebutkan kemudian 

adalah kindermoord dan diatur dalam pasal 342 KUHP.41 

c. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang atas 

permintaan, yang bersifat tegas dan sungguh-sungguh dari orang itu 

sendiri, yakni sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 344 KUHP.42 

d. Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh 

diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri sebagaimana yang 

diatur dalam pasal 345 KUHP 

e. Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita 

atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia. 

Pengguguran kandungan itu oleh pembentuk undang-undang telah disebut 

dengan kata afdrijving. Mengenai kejahatan ini selanjutnya pembentuk 

                                                             
41 Ibid, Hal. 29 
42 Ibid. 
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undang-undang membuat perbedaan antara beberapa jenis afdrijving yang  

dipandang dapat terjadi didalam praktik, masing-masing yaitu sebagai 

berikut : 

1. Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan atas 

permintaan wanita yang mengandung, seperti yang diatur dalam pasal 

346 KUHP; 

2. Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang tanpa 

mendapatkan izin terlebih dahulu dari wanita mengandung seperti 

yang telah diatur dalam pasal 348 KUHP; 

3. Kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita yang 

pelaksanaanya dibantu oleh seorang dokter, seorang bidan, atau 

seorang peramu obat-obatan, yakni seperti yang diatur dalam pasal 349 

KUHP. 

Pembunuhan adalah suatu tindak pidana yang dipandang sebagai salah 

satu tindak pidana berat, karena tindak pidana ini telah menghilangkan nyawa 

orang lain. Perbuatan pembunuhan berencana yang dijatuhi hukuman seumur 

hidup dipandang sebagian orang sebagai suatu hukuman yang setimpal, tetapi 

banyak juga yang memandang bahwa pidana seumur hidup adalah hukuman yang 

cukup berat bagi pelaku pembunuhan.43 

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa 

seseorang dengan cara melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. 

Delik pembunuhan biasa, biasa juga disebut dengan istilah delik pembunuhan 

                                                             
43Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, PT. RajaGrafindo Persada, 

Jakarta, 2010, Hal. 20 
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dalam bentuk pokok. Delik pembunuhan ini dimuat dalam Pasal 338 KUHP yang 

rumusannya adalah: 

 ”Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana 
karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.” 
 

Menurut Adami Chazawi, apabila rumus tersebut dirinci unsur-unsurnya, 

maka terdiri dari:44 

1. Perbuatan : menghilangkan nyawa. 

2. Obyeknya : nyawa orang lain. 

3. Adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan akibat kematian. 

Dilihat dari kepentingan hukum yang dilindunginya, delik pembunuhan 

merupakan jenis delik terhadap nyawa. Tindak pidana pembunuhan atau 18 dalam 

KUHP disebut sebagai tindak pidana terhadap nyawa. Perkataan “nyawa” sering 

disinonimkan dengan “jiwa”. Kata nyawa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

dimuat artinya antara lain pemberi hidup, jiwa, roh. Kata jiwa artinya roh manusia 

(yang ada dalam tubuh dan yang menyebabkan hidup) dan seluruh kehidupan 

batin manusia. Pengertian nyawa adalah yang menyebabkan kehidupan pada 

manusia secara umum disebut “pembunuhan” . 

Mengenai pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi 

barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena 

bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima 

belas tahun. 

a. Jenis-Jenis Pembunuhan: 

Kejahatan terhadap nyawa yang yang dilakukan dengan sengaja disebut 

atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan, yang terdiri dari :45 

                                                             
44 Ibid, Hal.54 
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1. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (doodslag, Pasal 338 KUHP). 

Pasal 338 Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, 

diancam karena pembunuhan denggan pidana penjara paling lama lima 

belas tahun. 

2.  Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak dana lain 

(Pasal 339 KUHP). 

Pasal 339 Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu 

perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan 

atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri 

maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun 

untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan 

hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu 

tertentu, paling lama dua puluh tahun. 

3. Pembunuhan berencana atau moord (Pasal 340 KUHP) 

 Pasal 340 Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih 

dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan 

rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau 

pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.  

b. Unsur-unsur Pembunuhan Biasa: 

1. Kesengajaan 

Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan 

kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja 

(opzet/dolus) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan 

                                                                                                                                                                       
45Andi Hamzah, Bungan Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana,Jakarta:Ghalia 

Indonesia, 2001,  Hal. 22 
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sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, 

sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 KUHP adalah suatu 

perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang 

terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu. 

2. Menghilangkan Nyawa 

Unsur pembunuhan yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh 

kesengajaan artinya pelaku harus mengkehendaki dengan sengaja, 

dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus 

mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang 

lain. 

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 

syarat yang harus dipenuhi, yaitu :46 

1. Adanya wujud perbuatan, 

2. Adanya suatu kematian orang lain, 

3. Adanya hubungan sebab akibat (casual verband) antara perbuatan dan 

akibat kematian orang lain. 

3. Kelalaian/Kealpaan 

Undang-undang tidak memberikan defenisi apakah kelalaian itu. Hanya 

Memori Penjelasan (Memorie Van Toelichting) mengatakan, bahwa 

kelalaian (culpa) terletak antara sengaja atau kebetulan. Bagaiamanpun 

culpa itu dipandang lebih ringan dibandingkan dengan sengaja. Oleh 

karena itu Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik culpa itu 

merupakan delik semu (quasidelict) sehingga diadakan pengurangan 

pidana. Bahwa culpa itu terletak antara sengaja dengan kebetulan. 
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Didalam KUHP biasanya disamping diebut dengan sengaja pada 

suatu rumusan disisebut pula delik culpa pada rumusan berikutnya. 

Disebut pembunuhan dengan sengaja pada Pasal 338 KUHP yang diancam 

pidananya maksimum 15 tahun penjara, pada Pasal 359 KUHP disebut : 

 “karena salahnya menyebabkan orang mati”, yang di Indonesia 
diancam pidana maksimal 5 tahun”. 

 
Ancaman pidana ini sudah diperberat dengan pertimbangan terlalu banyak 

terjadi delik ini khususnya yang disebabkan oleh pengemudi mobil. 

Semula diancam hanya maksimum satu tahun penjara atau 9 bulan 

kurungan.46 

Para penulis ilmu hukum pidana berpendapat bahwa terjadinya 

culpa maka harus diambil sebagai ukuran ialah bagaimanakah sebagain 

besar orang dalam masyarakat bersikap tindak dalam suatu keadaan yang 

nyata-nyata terjadi. Culpa dibedakan menjadi culpa levissima berarti 

kealpaan yang ringan sedangkan culpa lata adalah kealpaan besar, didalam 

ilmu pengetahuan dikenal kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak 

disadari. Kealpaan yang disadari itu dapat digambarkan bila seorang yang 

menimbulkan delik tanpa sengaja dan telah berusaha menghalangi akibat 

yang terjadi, akan tetapi walaupun demikian akibatnya tetap timbul juga, 

sedangkan pada kealpaan yang tidak disadari, orang yang bersikap tidak 

membayangkan akibat yang timbul, padahal ia seharusnya 

membayangkan.47 

  

                                                             
46 Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), Hal. 125. 
47 C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana Untuk Tiap 

Orang, (Jakarta: Pradnya Paramita,2004), hal 53-54. 
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c. Faktor-Faktor Pembunuhan: 

1. Faktor Internal 

 Faktor internal adalah faktor-faktor yang terdapat pada individu. Faktor - 

faktor internal penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan berencana terhadap 

mantan kekasih yaitu faktor usia, faktor daya emosional, faktor psikologis. 

2. Faktor Eksternal 

 Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang terdapat dari luar diri individu, 

seperti faktor agama, faktor tontonan atau bacaan serta faktor keluarga dan 

lingkungan. 

 

D. Tinjauan Umum tentang Kepolisian Republik Indonesia 

1. Pengertian Kepolisian 

Pertama kali istilah polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di yunani 

yaitu “Politeia” yang berarti seluruh pemerintahan Negara kota. Karena pada 

masa itu kota-kota merupakan Negara-negara yang berdiri sendiri yang disrbut 

juga dengan polis. Dari istilah politeia dan polis itulah kemudian timbul istilah 

lapolica (Prancis), politeia (Belanda), police (Inggris), polzei (Jerman) dan polisi 

(Indonesia). Dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah badan pemerintah yang 

bertugas memelihara keamanan adalah aparat ketertiban umum. Kepolisian adalah 

segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan 

peraturan perundang-perundang. Dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 

tentang kepolisian Republik Indonesia:  

“polisi  adalah aparat penegak hukum yang bertugas sebagai pemelihara 
kemanan, ketertiban masyarakat”.48 

                                                             
 48 Budi Rahardi, Hukum Kepolisian, Laksbang Grafika, Surabaya, 2014 , Hal. 6 
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Aparat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, polri 

harus mengedepankan langkah-langkah preventif seperti patrol. Selain itu lebih 

dekat dengan masyarakat dengan cara berkomunikasi dengan warga, maka dengan 

berkeliling Polri lebih cepat bertindak jika sewaktu-waktu terjadi gangguan di 

masyarakat. Agar pelaksanaan patrol dapat menumbuhkan rasa kepercayaan dan 

simpati masyarakat (sense of attention) serta dapat menumbuhkan rasa untuk 

mrmbantu tugas polri maka di perlukan kemampuan ideal polri.  

Tugas-tugas Polri disamping menegakan hukum didalam dalam negri, juga 

terlibat dalam penegakan hukum yang berlaku secara internasional. Seperti dalam 

menangani kejahatan pada pesawat udara/penerbangan.Begitu juga penegakan 

hukum sesuai ketentuan yang berlaku secara internasional (konvensi wina, 1961) 

khususnya cara-cara menangani atau menghadapi misi diplomatic.  

Tugas lain polri adalah memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. 

Kemanggulangan polri dengan rakyat sesuai dengan tugas maka polri diharapkan 

dapat memahami keinginan serta kebutuhan yang diharapkan masyarakat. Atas 

keanekaragaman suku bangsa, maka polri dapat sebagai pemersatu dengan 

menjaga ketertiban dan keteraturan sosial yang terpelihara dengan baik 

berdasarkan perinsip-prinsip dasar berbangsa dan bernegara. 

a. Tugas-tugas Polri sebagai berikut : 

1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 

2) Menegakan hukum, dan 

3) Memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

b. Wewenang Polri sebagai berikut : 

1) Menerima laporan dan atau/ pengaduan. 
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2) Membantu menyelesaikan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban 

umum. 

3) Mencegah dan mengulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. 

4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa. 

5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan 

administratif kepolisian. 

6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan 

kepolisian dalam rangka pencegahan 

7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian 

8) Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang 

9) Mencari keterangan dan barang bukti 

10) Menyelenggarakan pusat informasi criminal 

11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam 

rangka pelayanan masyarakat. 

12) Memberikan bantuan pengamanan dalam siding dan pelaksanaan putusan 

pengadilan, kegiatan intansi lain, serta kegiatan masyarakat. 

13) Meneriman dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.49 

 

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai 

Lembaga Penegak Hukum 

Pengertian kepolisian juga terdapat dalam Undang-Undang di Indonesia. 

Undang-Undang yang membahas tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 

                                                             
 49 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 
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terdapat dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 dalam Pasal 1 ayat (1). Dalam 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa 

“Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan  dengan fungsi dan lembaga 

polisi sesuai dengan peraturan perundang undangan; Anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik 

Indonesia.  

Fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, 

pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian 

adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan 

kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

 

3. Profesionalitas Polisi dalam Penegakan Hukum 

Penegakan hukum bukan seperti menarik garis lurus yang selesai dengan 

dibuatnya Undang-Undang dan diterapkan seperti sebuah mesin saja, sehingga 

tampak sederhana dan mudah (model mesin otomatis). Kompleksitas penegakan 

hukum disebabkan adanya kerterlibatan manusia dalam proses penegakan hukum. 

Dimensi keterlibatan manusia ini oleh Black dinakaman mobilisasi hukum, yaitu 

proses yang melalui itu hukum mendapatkan kasus-kasusnya. Tanpa mobilisasi 

atau campur tangan manusia, kasus-kasus tersebut tidak akan ada, sehingga 

hukum hanya akan menjadi huruf mati di atas kertas belaka.50 

Hukum memberi wewenang kepada polisi untuk menegakkan hukum 

dengan berbagai cara, dari cara yang bersifat pre-entip sampai represif berupa 
                                                             

50 A. Reni Widyastuti, Penegakan Hukum :Mengubah Strategi dari Supremasi Hukum ke 

Mobilisasi Hukum untuk Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan, Jurnal Hukum Pro Justitia 
Vol. 26 No. 3 Juni 2008, FH Universitas Parahyangan Bandung, Hal. 240-247 
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pemaksaan dan penindakan. Tugas polisi dalam ruang lingkup yang kebijakan 

criminal yang penal berada pada ranah kebijakan aplikatif, yaitu ranag penerapan 

hukum pidana yang cenderung represif. Kecenderungan ini menyebabkan tugas 

polisi lekat dengan penggunaan kekerasan sebagai salah satu cara untuk mengatasi 

hambatan dalam proses penyidikan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan 

terdakwa mengenai suatu tindak pidana. 

 

4. Peran Kepolisian dalam Tindak Pidana 

Penegak Hukum (law enforcement officer) yang dalam arti sempit hanya 

berarti Polisi tetapi dapat juga mencakup Jaksa. Akan tetapi di Indonesia biasanya 

diperluas pula dengan para Hakim dan ada kecenderungan kuat memasukkan pula 

dalam pengertian penegak hukum ini adalah Pengacara (advokat). Dalam 

pengertian luas terakhir ini, dapat dipergunakan terjemahan dari rechthandhaving, 

yang artinya penegakkan hukum. Secara konsepsional, maka inti dan arti 

penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang 

terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap 

tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, 

memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. 

Peranan Polri menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu: 

 “keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis 
masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan 
nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta 
terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta 
mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, 
dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk 
gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat” 
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Peranan Polri yang diuraikan di atas adalah sejalan dengan fungsi 

Kepolisian yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

sebagai berikut: 

1. Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 fungsi Kepolisian adalah :  
“Salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan kemanan 
dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, 
dan pelayanan kepada masyarakat”.  

2. Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002,  
 “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang 

berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 
menegakkan hukum, serta memberikan perlingdungan, pengayoman, dan 
pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan 
dalam negeri”. 

3. Dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 5 UU No. 2 
Tahun 2002, maka sesuai dengan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, 
Kepolisian Negara mempunyai tugas pokok:  

a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;  
b) Menegakkan hukum; dan  
c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat.  
4. Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002, mengatur mengenai pelaksanaan tugas 

pokok sesuai yang dimaksud Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, bertugas:  
a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli 

terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;  
b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin 

keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;  
c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, 

kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat 
terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;  

d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;  
e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;  
f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap 

kepolisian khusus, penyidik pengawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk 
pengawasan swakarsa;  

g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak 
pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan 
lainnya. 51 

 
Kenyataan tersebut di atas, menurut Barda Nawawi Arief, bahwa Polri 

dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum 

                                                             
 51 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. 
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(dibidang peradilan pidana) maupun sebagai pekerja sosial (sosial worker)pada 

aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian).52 

Selanjutnya, secara universal fungsi lembaga kepolisian mencakup dua hal 

yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban (peace & order maintenance)dalam 

penegakan hukum (law enforcement). 

 

E. Tinjauan Umum tentang Penyidik 

Tahap “Penyidikan” adalah  tahapan pertama dalam  Operasionalisasi 

Sistem Peradilan Pidana dan merupakan tahapan yang paling menentukan karena 

tanpa proses penyidikan tidak mungkin tahapan- tahapan   selanjutnya dalam 

Sistem Peradilan Pidana  dapat dilaksanakan karena pada tahap penyidikanlah 

untuk pertama  kali dapat diketahui bahwa telah terjadi peristiwa kejahatan atau 

tindak pidana serta penentuan tersangka pelakunya untuk kemudian menjalani 

proses- proses selanjutya yaitu proses penuntutan, proses penjatuhan putusan 

pidana serta proses pelaksanaan putusan pidana.  

Penyidikan, adalah istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian 

opsporing (Belanda) dan investigation (Inggris) atau penyiasatan atau siasat  

(Malaysia). Sedangkan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana Indonesia 

(KUHAP) memberi definisi penyidikan sebagai berikut: 

Pasal 1 ayat 2 KUHAP 

 “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam 
undang- undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti 
itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.” 
 

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah 

sebagai berikut: 
                                                             
 52 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Kriminal, Bahan Seminar, 2005, Hal. 5. 
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1. Ketentuan tentang alat- alat penyidik. 

2. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik 

3. Pemeriksaan di tempat kejadian  

4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa  

5. Penahanan sementara  

6. Penggeledahan  

7. Pemeriksaan atau interogasi  

8. Berita Acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat)  

9. Penyitaan  

10. Penyampingan Perkara  

11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada 

penyidik untuk disempurnakan.53 

 

Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat 

pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang 

untuk melakukan penyidikan. 

Selanjutnya yang dimaksud penyidik tersebut diatur dalam pasal 6 

KUHAP yang berbunyi sebagai berikut : 

1. Penyidik adalah:  

a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;  

b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 

Undang-Undang.  

                                                             
53 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta :Sinar Grafika, 

2006, Hal. 118-119 
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2. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana diatur dalam ayat 1 akan di atur lebih 

lanjut dalam peraturan pemerintah.  

Pada dasarnya, penyidikan dilakukan oleh Penyidik POLRI atau Penyidik 

PNS tertentu sesuai dengan pasal 6 ayat (1) KUHAP. Kecuali terhadap 

penyidikanberdasarkan pasal 284 ayat (2) KUHAP yang menentukan setelah dua 

tahun KUHAP diundangkan, diberlakukan terhadap semua perkara dengan catatan 

untuk sementara terhadap tindak pidana khusus diberlakukan ketentuan hukum 

acara pidananya sampai ada perubahan. 

Penyidik adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu 

yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan peyidikan.  

Penyidikan adalah tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan 

bukti, untuk membuat keterangan tindak pidana yang dicari dan guna menemukan 

tersangka. Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1 butir (1) dan pasal 6 ayat 

(1) kitab undang-undang hukum acara pidana bahwa yang dapat dikatakan sebagai 

penyidik yaitu pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi khusus oleh 

undang-undang.54 

Dengan demikian penyidikan bary dapat dilaksanakan oleh penyidik 

apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dapat 

dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam kitab undang-undang hukum 

acara pidana. Penyidik adalah pejabat polisi Negara republic Indonesia atau 

pejabat pegawai negri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-

undang untuk melakukan penyidikan (pasal109 butir (1) kitab undang-undang 

hukum acara pidana). Untuk dapat menemukan suatu peristiwa yang terjadi adalah 
                                                             
 54 Pasal 13 dan pasal 15 ayat (1) Undang-undang nomor 22 tahun 2002 tentang kepolisian 
14 http:// teknologikom. Blogspot.com/2013/11peranan-polisi-sebagai-penyidik. Html diakses 
pada tanggal 24 November 2018, pukul 18,25 WIB 
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termasuk suatu tindak pidana, menurut kemampuan penyidik untuk 

mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai tindak pidana dengan berdasarkan pada 

pengetahuan hukum pidana.  

Menurut R. Soesilo dalam bidang reserse kriminal, penyidikan itu biasa 

dibedakan sebagai berikut: 

1. Penyidikan dalam arti kata luas, yaitu meliputi penyidikan, pengusutan dan 

pemeriksaa, yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan dari terus-

menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesainnya, 

2. Penyidikan dalam arti sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang 

merupakan suatu bentuk represif dari reserse kriminil polri yang merupkan 

permulaan dari pemeriksaan perkara pidana. 

Kewenangan kepolisian dalam melaksanakan proses pemeriksaan perkara 

pidana dijabarkan dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu: 

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledaan dan penyitaan; 

2. Melarang setiap orang untuk meninggalakna atau memasuku tempat kejadian 

perkara  untuk kepentingan penyidikan; 

3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka 

penyidikan; 

4. Menyuruh orang berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta 

memeriksa tanda pengenal 

5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 

6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 
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7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam 

pemeriksaan perkara pidana; 

8. Mengadakan penghentian penyidikan; 

9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum 

10. Mengajukan permintaan langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di 

tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk 

mencegah untuk menangkal seseorang yang disangka melakukan tindak 

pidana: 

11. Memberi bantuan dan petunjuk penyidikan kepada penyidik pegawai negri 

sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negri sipil untuk 

diserahkan kepada penuntut umum; 

12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 

 

Di dalam Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis tahun 2001 

menyangkut penyidik Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan tentang kewenangan 

pejabat penyidik pegawai negeri sipil, yaitu; 

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak 

pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang yang menjadi dasarnya; 

2. Melakukan tindakan yang pertama di tempat kejadian dan melakukan 

pemeriksaan: 

3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri 

tersangka; 

4. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang (tersangka) 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/21/19 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA



46 
 

5. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam 

pemeriksaan; 

6. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik 

polri karna tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan 

tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik polri memberitahukan kepada 

penuntut umum dan tersangka; 

7. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah: 

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik. 

2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.55 

3. Pemerksaan di tempat kejadian. 

4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa. 

5. Penggeledahan 

6. Pemeriksaan atau introgasi 

7. Berita acara (penggeledahan, introgasi dan pemeriksaan di tempat) 

8. Penyitaan 

9. Penyampingan perkara 

10. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengambilannya kepada 

Penyidik 

                                                             
 55  R. Soesilo, Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil, Politea, Bogor, 1980, hal 
44 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis, Sifat, Lokasi, dan WaktuPenelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Hukum 

Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat 

hukum dalam artian nyata dan meneliti cara bekerjanya hukum dilingkungan 

masyarakat. Hal ini dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk meneliti orang 

dalam hubungan hidup dimasyarakat maka metode penelitian hukum empiris 

dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.  

2. Sifat Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Deskriptif 

Analitis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto56, penelitian 

yang bersifat Deskriptif Analitis adalah dimaksudkan memberikan data yang 

seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya 

adalah untuk mempertegas hipotesis, agar dapat memperkuat teori-teori lama atau 

didalam kerangka menyusun teori-teori baru. Penelitian deskriptif analisis 

bertujuan untuk menyelidiki secara terperinci aktivitas dan pekerjaan manusia, 

dan hasil penelitian tersebut dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk 

keperluan masa yang akan datang. 

Penelitian Dekriptif Analitis dimaksudkan untuk menggambarkan data 

yang seteliti mungkin tentang.,Peran Kepolisian Dalam Proses Penyelidikan Atas 

                                                           
56 SoerjonoSoekanto, PengatarPenelitianHukum,  Universitas Indonesia, Jakarta, 1986. 
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Kasus Pembunuhan Yang Di Sertai Tindak Pemerkosaan sehingga dari data 

tersebut dapat dipergunakan untuk menganalisis identifikasi masalah yang 

dipaparkan oleh penulis. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat 

pengumpulan data dilapangan untuk menemukan jawaban atas masalah yang 

diteliti. Penelitian ini dilakukan di Polisi Sekitar (POLSEK) Labuhan Ruku, 

Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. 

4. Waktu Penelitian 

Waktu yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini mulai dari 

pengajuan judul hingga penyusunan proposal adalah dimulai dari bulan November 

2018 sampai dengan bulan Maret 2019. Adapun rangkaian kegiatan penelitian 

yang akan dilakukan penulis, terdapat pada tabel waktu penelitian  adalah sebagai 

berikut: 

No. Kegiatan 

Tahun 2019 

April Mei Juni Juli Agustus   

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

1 Penyusunan Proposal 
                    

  

2 
Seminar dan 

Perbaikan Proposal                     
  

3 Acc Perbaikan 
                    

  

4 Penelitian 
                    

  

5 Penulisan Skripsi 
                    

  

6 Bimbingan Skripsi 
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7 Seminar Hasil 
                    

  

8 Meja Hijau                                           

 

B. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengetahui data yang dipergunakan dalam penulisan ini maka 

penulis mempergunakan 2 (Dua) metode yaitu: 

1. Studi Kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan berdasarkan bahan-bahan bacaan, dengan cara membaca buku-buku, 

undang-undang, jurnal dan para pendapat dari para ahli hukum dan akademis 

yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam 

penulisan skripsi ini. 

2. Studi Lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang dilakukan secara 

langsung pada obyeknya. Mengadakan pengumpulan data dengan 

mendapatkan data-data, informasi dan keterangan-keterangan dari instansi 

terkait. 

 

C. Analisis Data 

Analisis data dirumuskan sebagai proses penguraian secara sistematis dan 

konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.57 Analisis data secara Yuridis-Kualitatif 

menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa :“ Analisis data secara Yuridis – 

Kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data Deskriptif – Analitis, 

yaitu dengan dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah 

                                                           
57SoerjonoSoekanto, Kesadaran dan Kepatuhan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1982 Hal 37 
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laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa 

menggunakan rumus matematika58. ” 

Penelitian menggunakan metode Yuridis – Kualitatif karena bertitik tolak 

dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif terhadap masalah 

yang berkaitan dengan Peran Kepolisian dalam Pencegahan Tindak Pidana 

Pembunuhan Disertai Pemerkosaan (Study Kasus Polsek Labuhan Ruku 

Kec. Talawi, Kab. Batu Bara, Sumatra Utara) 

                                                           
58 Ronny HanitijoSoemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia, Semarang, 

1990, Hal 93 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

1. Tindak pidana pembunuhan dapat terjadi dikarenakan adanya faktor yang 

mendukung dalam terjadinya perbuatan pembunuhan tersebut yang dapat 

diakibatkan melalui banyak hal diantaranya melalui, kondisi, keadaan 

sekitar dan lain sebagainya yang memberi ruang terjadinya hal tersebut. 

2. Peran penyidik kepolisian ialah mengungkap terjadinya suatu tindak 

pidana pembunuhan melalui serangkaian tindakan pencarian dan 

pemeriksaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kasus pembunuhan 

tersebut. 

3. Kendala yang dihadap pihak penyidik dalam mengungkap kasus 

pembunuhan diantaranya, minimnya peralatan dan fasilitas dan juga 

ketiadaan saksi yang menyulitkan proses pemeriksaan. 

 

B. SARAN 

1. Pihak Kepolisian harus terus mensosialisasikan dan memberikan 

penyuluhan terhadap masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati 

dalam menghindari akan adanya tindak kejahatan. 

2. Penyidik harus lebih aktif dalam melakukan pencarian dan pengungkapan 

sebuah kasus tindak pidana, hal ini dimaksudkan agar sebuah kasus tindak 

pidana dapat terselesaikan dengan baik mengingat bahwa suatu kasus 

tindak pidana harus dapat segera ditangani dengan baik. 
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3. Sinergitas masyarakat dan pemerintah dibutuhkan untuk menghindari 

adanya kendala pada saat penyidikan baik pada saat pencarian dan 

pengumpulan bukti-bukti ataupun pada saat melaksanakan pemeriksaan 

mendalam pada kasus tindak pidana. 
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